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 Abstract  

 

Although land disputes in Indonesia have been widely studied, discussions that 

specifically examine structural conflicts of interest in the dual role of the National Land 

Agency (BPN) as both certificate issuer and mediator remain limited. This study aims 

to analyze the authority and position of BPN as a mediator over its own legal products 

and to examine the legal certainty and executorial force of mediation outcomes based 

on Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020. This study used a 

normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches. 

The legal materials used included primary legal materials in the form of laws and 

regulations and court decisions at four judicial levels, secondary legal materials in the 

form of legal doctrines and previous studies, and tertiary legal materials as supporting 

sources. Data were collected through library research and analyzed using normative 

juridical analysis techniques. The results showed that BPN’s mediation authority is 

facilitative-administrative in nature and contains three forms of structural conflict of 

interest, namely reputational, informational, and judicial conflicts, which are inherently 
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contrary to the principle of nemo iudex in causa sua. In addition, the Deed of Settlement 

resulting from BPN mediation has the status only of a private deed without executorial 

title and has been proven weak at four judicial levels. These findings contribute to the 

development of administrative law theory and land law, particularly regarding the 

institutional design of mediation functions and understanding of structural bias in 

administrative dispute resolution mechanisms. The conclusion of this study affirms the 

importance of institutional separation of the mediator function and the granting of 

executorial title through statutory revision. The implications of this study include 

theoretical contributions to the development of literature on administrative law and land 

dispute resolution, as well as practical implications for the government and legislative 

institutions in reforming land mediation regulations to ensure substantive legal certainty 

and structural impartiality. 

Keywords: National Land Agency; Land Mediation; Structural Conflict of Interest; 

Legal Certainty; Executorial Force 

 

Abstrak: Meskipun sengketa tanah di Indonesia telah banyak dikaji, pembahasan yang secara khusus 

menelaah konflik kepentingan struktural dalam peran ganda Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

sebagai penerbit sertipikat sekaligus mediator masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

kewenangan dan kedudukan BPN sebagai mediator atas produk hukumnya sendiri serta mengkaji 

kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial hasil mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan pada empat 

tingkat peradilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum dan penelitian terdahulu, serta 

bahan hukum tersier sebagai penunjang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis 

menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan 

mediasi BPN bersifat fasilitatif-administratif dan mengandung tiga bentuk konflik kepentingan 

struktural, yaitu reputasional, informasional, dan yudisial, yang secara inheren bertentangan dengan 

asas nemo iudex in causa sua. Selain itu, Akta Perdamaian hasil mediasi BPN hanya berkedudukan 

sebagai akta di bawah tangan tanpa titel eksekutorial dan terbukti lemah pada empat tingkat peradilan. 

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum administrasi dan hukum 

pertanahan, khususnya mengenai desain kelembagaan fungsi mediasi serta pemahaman tentang bias 

struktural dalam mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Simpulan penelitian ini menegaskan 

pentingnya pemisahan kelembagaan fungsi mediator dan pemberian titel eksekutorial melalui revisi 

undang-undang. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur 

hukum administrasi dan penyelesaian sengketa pertanahan, serta implikasi praktis bagi pemerintah 

dan lembaga legislatif dalam mereformasi regulasi mediasi pertanahan guna menjamin kepastian 

hukum substantif dan ketidakberpihakan struktural. 

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional; Mediasi Pertanahan; Konflik Kepentingan Struktural; 

Kepastian Hukum; Kekuatan Eksekutorial 
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PENDAHULUAN 

Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Bagi jutaan rakyat Indonesia, tanah adalah 

identitas, penghidupan, dan warisan yang tidak ternilai. Kompleksitas sengketa agraria di 

Indonesia berakar dari berbagai faktor: tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas 

tanah, kelemahan sistem pendaftaran tanah yang masih menganut publikasi negatif, hingga 

kesalahan administratif yang bertumpuk dari waktu ke waktu (Feril, 2025) Sengketa tanah 

terus meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 12.000 kasus tercatat secara nasional 

pada tahun 2024. 

Data yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa insiden pertanahan di Indonesia terus 

meningkat. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah agraria yang mencakup aspek 

yuridis, administratif, teknis, dan sosial budaya. Sengketa lahan umumnya muncul akibat 

tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, kesalahan dalam administrasi, serta 

lemahnya sistem pendaftaran tanah yang masih menggunakan sistem publikasi negatif 

(Rosiana & Junaidi, 2022) 

Di tengah kondisi itulah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 hadir 

sebagai pembaruan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016, memberikan kewenangan 

kepada Badan Pertanahan Nasional untuk tampil sebagai mediator dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan. Regulasi ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa, penggunaan 

mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, kewenangan BPN dalam 

mengelola dan menyelesaikan sengketa pertanahan, serta penekanan pada aspek transparansi 

dan keadilan (Kurniati & Fakhriah, 2017) Peraturan ini mendorong penggunaan mediasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban pengadilan, dengan prosedur yang 

mencakup penerimaan pengaduan, penanganan sengketa dan konflik, hingga mediasi itu 

sendiri. 

Meskipun secara teoritis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diharapkan 

mampu berjalan lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi, namun dalam tataran 

empiris dan normatif, kewenangan BPN sebagai mediator justru memicu problematika baru. 

Efisiensi yang dikejar sering kali mengorbankan aspek kepastian hukum substantif, 

mengingat produk yang dihasilkan tidak memiliki daya eksekusi mandiri, sehingga klaim 

bahwa mediasi BPN dapat menciptakan stabilitas investasi masih perlu dipertanyakan 

efektivitasnya(Nur, 2023). 
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Penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas mediasi BPN di berbagai wilayah. 

(Kalsum, 2023) meneliti efektivitas mediasi di BPN Kabupaten Gowa dan menemukan 

bahwa meskipun pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 21 

Tahun 2020, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti rendahnya itikad baik para 

pihak dan ketidaklengkapan dokumen. (Taufiq et al., 2022) meneliti penyelesaian sengketa 

hak atas tanah di Waduk Tunggu Pampang dan menyimpulkan bahwa mediasi BPN lebih 

efektif dibanding musyawarah tanpa mediator, namun penelitian ini hanya menilai efektivitas 

administratif tanpa mengkaji kekuatan eksekutorial hasil mediasi. (Rizqi et al., 2025) meneliti 

mediasi di BPN Kabupaten Indragiri Hilir .(Dani, 2023) meneliti efektivitas ADR dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia dan menemukan ketimpangan posisi tawar antar pihak. 

Kesenjangan penelitian (research gap) yang diidentifikasi adalah belum adanya kajian 

komprehensif yang secara kritis menganalisis legitimasi kewenangan BPN sebagai mediator 

atas produk hukumnya sendiri dan kekuatan eksekutorial hasil mediasi dari perspektif asas 

hukum fundamental. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada efektivitas prosedural tanpa 

mempertanyakan cacat struktural kelembagaan yang melekat pada desain regulasi itu sendiri. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji kedudukan BPN sebagai 

mediator melalui pisau analisis asas nemo iudex in causa sua, teori kewenangan Hans Kelsen, 

teori keadilan John Rawls, dan ajaran nilai hukum Gustav Radburch. Pendekatan ini 

memungkinkan identifikasi cacat struktural yang bersifat sistemik dalam desain kelembagaan 

mediasi BPN. Teori kewenangan Kelsen digunakan untuk menganalisis sumber dan karakter 

kewenangan BPN, teori keadilan Rawls untuk menguji kesesuaian mediasi BPN dengan 

prinsip justice as fairness, dan ajaran nilai Radburch untuk mengevaluasi keseimbangan antara 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam regulasi yang berlaku. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkonstruksi kewenangan serta 

kedudukan BPN sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan produk hukumnya 

sendiri, termasuk mengidentifikasi cacat struktural yang melekat pada desain kelembagaan 

mediasi BPN, serta mengkaji kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian 

hasil mediasi BPN dalam sistem hukum Indonesia(Bidasari et al., 2025). 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terfokus pada 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (law in books) yang masih berlaku 
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serta penelitian yang didasari pada kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat . Penelitian 

hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara 

dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika (… & 2012, n.d.) 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah 

dirumuskan (Soekanto, 2006).  

Dalam penelitian hukum normatif, partisipan tidak digunakan sebagaimana penelitian 

empiris. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian, dengan teknik 

pengumpulan bahan hukum melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. 

Instrumen pengumpulan data berupa studi dokumen dan kepustakaan. Data 

dikumpulkan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan pada empat tingkat peradilan. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, 

literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus dan 

ensiklopedia hukum sebagai penunjang. 

Data dianalisis dengan teknik analisis yuridis normatif melalui pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi yang berlaku, pendekatan 

konseptual (conceptual approach) untuk menguji kedudukan BPN melalui asas-asas hukum, dan 

pendekatan analitis untuk membangun argumentasi normatif secara sistematis. Hasil analisis 

disajikan secara deskriptif-analitis. 

 

HASIL 

Kewenangan BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan 

bersumber dari Pasal 2 huruf (e) dan Pasal 43 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penanganan dan 

penyelesaian sengketa dan konflik, Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan dapat 

melakukan mediasi. Ayat (2) menegaskan bahwa mediasi dilaksanakan atas inisiatif 

Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan atau atas permintaan para pihak (Kurniati 

& Fakhriah, 2017) 
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Secara normatif, proses mediasi yang dilaksanakan oleh BPN diawali dengan adanya 

pengaduan, dilanjutkan dengan kajian permasalahan, pemanggilan para pihak, serta 

pelaksanaan perundingan hingga tercapainya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis (Asmawati, 2014) Pasal 44 ayat (8) mewajibkan penuangan hasil pertemuan ke dalam 

Berita Acara Pertemuan Mediasi. Dokumen ini merupakan instrumen hukum yang 

membuktikan adanya iktikad baik dan kesepakatan konsensual antara pihak di bawah 

supervisi mediator BPN. 

Kewenangan BPN sebagai fasilitator mediasi terfokus pada pendekatan musyawarah 

untuk solusi win-win, sesuai mandat Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020. Mediasi 

dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak, 

dengan pelaksanaan paling lama 30 hari. Jika salah satu pihak menolak mediasi, 

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Penelitian ini mengidentifikasi tiga konflik kepentingan struktural yang melekat pada 

kedudukan BPN sebagai mediator: 

1. BPN memiliki kepentingan institusional untuk mempertahankan validitas sertifikat yang 

telah diterbitkannya. BPN seringkali terjebak dalam dilema antara mengakui adanya 

maladministrasi dalam penerbitan sertifikat atau mempertahankan validitas produk tersebut 

demi menghindari tuntutan hukum lebih lanjut (Sahnan et al., 2019) 

2. BPN menguasai warkah, peta, dan riwayat hak secara asimetris. Kedudukan ini 

menyebabkan proses mediasi menjadi sangat bergantung pada kejujuran administratif BPN. 

BPN adalah satu-satunya entitas yang memiliki akses penuh terhadap warkah tanah, peta 

pendaftaran, dan catatan perubahan hak yang bersifat rahasia bagi publik (Widodo et al., 

2026) 

3. BPN berposisi sebagai pihak yang seharusnya diperiksa sekaligus yang memeriksa. 

Keterlibatan langsung BPN dalam sistem administrasi pertanahan menempatkannya tidak 

sepenuhnya berada dalam posisi yang independen terhadap objek sengketa (Rizqi et al., 2025) 

Table 1. Analisis Konflik Kepentingan Struktural BPN sebagai Mediator 

Jenis Konflik Sumber Konflik Dampak terhadap Mediasi 

Reputasional Kepentingan menjaga validitas 
sertifikat 

Potensi tidak mengakui maladministrasi 

Informasional Akses eksklusif terhadap 
warkah tanah 

Asimetri informasi, ketergantungan pada 
BPN 

Yudisial Posisi sebagai penerbit dan 
mediator 

Tidak ada pemisahan fungsi, pelanggaran 
nemo iudex in causa sua 
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Akta Perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi BPN diatur dalam Pasal 44 ayat 

(5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa kesepakatan 

perdamaian yang tercapai dalam mediasi dituangkan dalam Akta Perdamaian dan dapat 

didaftarkan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan perdamaian. 

Penggunaan frasa "dapat didaftarkan" dan bukan "wajib didaftarkan" mengandung implikasi 

normatif yang signifikan. 

Secara normatif, kesepakatan dalam Akta Perdamaian BPN merupakan perjanjian di 

luar pengadilan yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga mengikat 

para pihak sebagai undang-undang (pacta sunt servanda). Namun demikian, kekuatan mengikat 

tersebut harus dibedakan secara tegas dengan kekuatan eksekutorial (Bidasari et al., 2025) 

Rangkaian putusan pengadilan secara konsisten menegaskan bahwa perjanjian 

penyelesaian sengketa yang dibuat dan ditandatangani di hadapan petugas BPN tidak 

memiliki kekuatan hukum yang final. Berikut rangkaian yurisprudensi dalam perkara St. 

Nurhayati, dkk. melawan Tamrin Mardan, dkk.: 

Table 2. Rangkaian Yurisprudensi Pembatalan Perjanjian Perdamaian BPN 

Tingkat 
Peradilan 

Nomor Putusan Tanggal Amar Putusan 

Pengadilan 
Negeri 

16/Pdt.G/2013/PN Kdi 23 September 
2013 

Menyatakan perjanjian perdamaian 
batal demi hukum 

Pengadilan 
Tinggi 

33/PDT/2014/PT 
SULTRA 

19 Mei 2014 Menguatkan putusan PN 

Kasasi 3263/K/Pdt/2018 30 November 
2018 

Menolak permohonan kasasi 

Peninjauan 
Kembali 

999/PK/Pdt/2020 10 Desember 
2020 

Menolak permohonan PK 

 
Meskipun secara kuantitatif Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa dari 6.015 

kasus pertanahan yang diterima sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebanyak 

3.019 kasus atau 50,02% dinyatakan "selesai" dengan potensi kerugian yang dicegah 

mencapai Rp9,67 triliun (Kementerian ATR/BPN, n.d.), angka ini tidak mencerminkan 

kualitas kepastian hukum yang dihasilkan. (Sembiring, 2025) menemukan bahwa dari seluruh 

kasus yang dimediasi BPN, sekitar 30% tidak berhasil diselesaikan dan berujung kembali pada 

jalur litigasi, dengan salah satu faktor dominan adalah persepsi para pihak bahwa hasil mediasi 

tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. 
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PEMBAHASAN 

Analisis menggunakan teori kewenangan Hans Kelsen menunjukkan bahwa 

kewenangan BPN tidak bersifat penuh. Kelsen mengemukakan bahwa perilaku individu 

diberikan wewenang oleh tatanan hukum, yang merupakan kapasitas untuk menciptakan 

norma hukum .Dalam konteks ini, BPN tidak memiliki kapasitas membentuk norma yang 

mengikat secara sepihak maupun memaksakan keputusan kepada para pihak. Kewenangan 

BPN dalam mediasi lebih tepat dikonseptualisasikan sebagai atribusi fasilitatif-administratif, 

yakni kewenangan yang secara sumber bersifat atributif namun secara fungsi terbatas pada 

peran fasilitasi tanpa karakter adjudikatif. 

Hal ini sesuai dengan temuan bahwa BPN hanya dapat menindaklanjuti hasil mediasi 

secara administratif, seperti melakukan perubahan data fisik dan data yuridis pada buku 

tanah, sepanjang para pihak memenuhi kewajiban dan persyaratan yang telah disepakati. 

Namun, apabila salah satu pihak tidak kooperatif, BPN tidak memiliki kewenangan untuk 

melakukan tindakan pemaksaan (Mulyana, 2019). 

Relevansi asas nemo iudex in causa sua menjadi akut manakala objek sengketa yang 

dimediasi adalah produk hukum yang diterbitkan oleh BPN itu sendiri, seperti kasus tumpang 

tindih sertifikat. Asas ini merupakan salah satu prinsip hukum paling fundamental yang 

berakar dari tradisi hukum Romawi dan telah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia 

melalui asas ketidakberpihakan (impartiality) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Udak et al., 

2024) 

Pelanggaran terhadap asas ini dalam konteks BPN tidak bersifat individual, 

melainkan sistemik. Artinya, persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh itikad buruk 

mediator tertentu, melainkan melekat pada desain kelembagaan Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang tidak menyediakan mekanisme recusal yakni 

kewajiban pengunduran diri lembaga penyelenggara mediasi apabila terdapat konflik 

kepentingan dengan objek sengketa. 

Kepastian hukum hasil mediasi BPN bersifat semu karena tidak didukung oleh 

kekuatan hukum yang mampu menjamin pelaksanaannya secara pasti serta masih bergantung 

pada kepatuhan sukarela para pihak. Kondisi ini ditandai dengan tiga indikator 

normatif: pertama, hasil mediasi tidak memenuhi unsur kepastian hukum menurut Utrecht, 

khususnya pada aspek keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan; kedua, hasil 
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mediasi tidak bersifat final, masih membuka kemungkinan terjadinya sengketa 

lanjutan; ketiga, Akta Perdamaian tidak memuat titel eksekutorial berupa irah-irah "Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Prayogo, 2018) 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa mediasi BPN efektif 

secara prosedural namun lemah secara yuridis (Kalsum, 2023). Namun, berbeda dengan 

penelitian (Taufiq et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa hasil mediasi berkepastian hukum 

secara administratif, penelitian ini menemukan bahwa kepastian tersebut bersifat semu 

karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan terbukti lemah di empat tingkat peradilan. 

Perbedaan dengan penelitian (Dani, 2023) yang menggunakan perspektif HAM 

terletak pada fokus analisis. Penelitian ini menggunakan asas nemo iudex in causa sua dan teori 

Rawls untuk mengidentifikasi cacat struktural BPN sebagai mediator atas produk hukumnya 

sendiri, sementara penelitian Setyowati lebih menekankan pada efektivitas ADR secara 

umum dari perspektif hak asasi manusia. 

Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa mediasi BPN merupakan bentuk 

pertanggungjawaban administratis daripada mediasi murni dalam perspektif Alternative 

Dispute Resolution (ADR) (Sahnan et al., 2019) Hal ini karena BPN tidak dapat disepadankan 

dengan mediator administratis yang membawa otoritas negara, melainkan sebagai otoritas 

yang melakukan verifikasi terhadap keabsahan produk hukumnya demi menjaga integritas 

data pertanahan nasional. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum 

administrasi melalui rumusan kewenangan atribusi fasilitatif-administratif sebagai kategori 

baru dalam doktrin kewenangan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi mediasi. 

Penelitian ini juga memperkuat penerapan asas nemo iudex in causa sua dalam konteks 

kelembagaan dan mengidentifikasi cacat struktural yang bersifat sistemik dalam desain 

regulasi mediasi pertanahan(Emalia Fallonne & Wahyuni Handayani, 2025). 

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga 

legislatif untuk mereformasi regulasi mediasi pertanahan melalui pemisahan kelembagaan 

mediator dan pemberian titel eksekutorial. Guna mengoreksi cacat struktural yang melekat 

pada kedudukan BPN sebagai mediator, perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020 dengan memuat mekanisme recusal institusional yang mewajibkan 

penyelenggaraan mediasi dialihkan kepada lembaga mediasi pertanahan yang independen 

apabila objek sengketa merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN itu sendiri. 
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Selain itu, dalam rangka mengisi kekosongan norma yang menyebabkan Akta 

Perdamaian BPN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, diperlukan pembaruan legislasi yang 

tidak cukup pada level peraturan menteri. Pemerintah perlu mendorong penambahan 

ketentuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara eksplisit memberikan titel eksekutorial kepada 

kesepakatan mediasi yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah berwenang.(Kurniati, 2016) 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang tidak mencakup 

kajian empiris mendalam mengenai implementasi mediasi BPN di seluruh wilayah Indonesia. 

Generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati karena karakteristik sengketa pertanahan 

dan pelaksanaan mediasi dapat bervariasi antar daerah. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi 

mediasi BPN di berbagai wilayah dengan pendekatan perbandingan, meneliti efektivitas 

model pemisahan kelembagaan mediator dalam yurisdiksi lain, serta menguji secara yuridis-

empiris dampak pemberian titel eksekutorial terhadap efektivitas penyelesaian sengketa 

pertanahan. Penelitian komparatif dengan negara-negara yang telah menerapkan pemisahan 

fungsi administratif dan mediasi pertanahan, seperti Belanda dan Australia, juga dapat 

memberikan wawasan berharga bagi reformasi kelembagaan di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, kewenangan BPN sebagai 

mediator memang bersumber dari atribusi regulasi, namun hanya bersifat fasilitatif-

administratif tanpa otoritas memutus. Kedudukan BPN mengandung tiga konflik 

kepentingan struktural yang bersifat inheren reputasional, informasional, dan yudisial yang 

bertentangan dengan asas nemo iudex in causa sua dan tidak dapat diselesaikan melalui etika 

mediator individual semata karena bersifat sistemik dan melekat pada desain regulasi. Kedua, 

Akta Perdamaian hasil mediasi BPN hanya merupakan akta di bawah tangan yang mengikat 

secara perdata berdasarkan asas pacta sunt servanda, namun tidak memiliki titel eksekutorial 

dari sumber manapun. Kelemahan ini telah terbukti nyata pada empat tingkat peradilan. Satu-

satunya jalur memperoleh kekuatan eksekutorial adalah homologasi ke Pengadilan Negeri, 

namun jalur ini justru menghapus efisiensi yang menjadi alasan utama mediasi dipilih. 

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui rumusan kewenangan 

atribusi fasilitatif-administratif sebagai kategori baru dalam doktrin kewenangan lembaga 
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pemerintah yang menjalankan fungsi mediasi, yang belum terakomodasi secara eksplisit 

dalam doktrin hukum administrasi negara yang ada. Penelitian ini juga memperkuat 

penerapan asas nemo iudex in causa sua dalam konteks kelembagaan dan mengidentifikasi cacat 

struktural yang bersifat sistemik dalam desain regulasi mediasi pertanahan, serta 

menunjukkan bahwa ditinjau dari ajaran formula nilai hukum Radburch, Permen ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020 gagal memenuhi ketiga nilai hukum secara bersamaan: kemanfaatan 

terpenuhi secara dominan, kepastian hukum bersifat semu dan tidak final, sedangkan 

keadilan sebagai nilai yang tidak boleh dikompromikan secara substansial justru paling rentan 

terlanggar secara struktural. 

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, direkomendasikan penelitian 

lanjutan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi mediasi BPN di berbagai 

wilayah Indonesia, penelitian komparatif dengan negara-negara yang telah menerapkan 

pemisahan fungsi administratif dan mediasi pertanahan seperti Belanda dan Australia, serta 

penelitian yuridis-empiris mengenai dampak pemberian titel eksekutorial terhadap efektivitas 

penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk 

mengevaluasi efektivitas reformasi kelembagaan apabila rekomendasi normatif dalam 

penelitian ini diimplementasikan. 
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